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(4) Penyaluran dan/atau penyerahan bantuan sosial didasarkan
pada daftar penerima bantuan sosial yang tercantum dalam
Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat
(2) dan ayat (3).

Pasal 46

(1) Penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal
40 mengajukan surat permohonan pencairan dana bantuan
sosial kepada Bupati melalui kepala SKPK.

(2) Dalam hal Bupati melalui Kepala SKPK menyetujui
permohonan realisasi bantuan sosial sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), maka proses realisasi bantuan sosial dapat
diproses lebih lanjut oleh Bendahara Pengeluaran SKPK.

Pasal 47

(1) Penyaluran/penyerahan bantuan sosial kepada individu
dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (6) didasarkan
pada permintaan tertulis dari individu dan/atau keluarga yang
bersangkutan atau surat keterangan dari pejabat yang
berwenang serta mendapat persetujuan Bupati setelah
diverfikasi oleh SKPK terkait.

(2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

a. Surat permohonan yang diajukan oleh calon penerima atau
pihak lain yang berwenang yang mencakup jumlah bantuan
sosial yang diajukan;

b. Rekomendasi dari Gampong tempat berdomisili tentang
resiko sosial yang akan ditanggung oleh pemohon atas suatu
peristiwa yang menimpa individu/keluarga calon penerima
bantuan sosial;

c. Fotokopi kartu identitas yang membuktikan bahwa calon
penerima bantuan sosial adalah warga Kabupaten Pidie;

d. Fotokopi kartu keluarga.

(3) SKPK terkait melakukan verifikasi administrasi dan peninjauan
lapangan atas permohonan bantuan dari individu/keluarga dan
selanjutnya mengajukan Telahaan Staf Laporan hasil verifikasi
atas permohonan bantuan sosial kepada Bupati.

(4) Dalam hal Bupati atau pejabat yang didelegasikan menyetujui
permohonan realisasi bantuan sosial sebagaimana dimaksud
pada ayat (3), maka proses realisasi bantuan sosial dapat
diproses lebih lanjut oleh Bendahara Pengeluaran SKPK yang
memiliki kewenangan selaku SKPKD.
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(8) Setelah menerima dan menelitik SPM-LS sebagaimana
dimaksud pada ayat (7), BUD atau Kuasa BUD menerbitkan
SP2D-LS.

(9) Hasil pengadaan bantuan sosial dalam bentuk barang
diserahkan oleh kepala SKPK kepada penerima bantuan
sosial, serta dituangkan dalam berita acara serah terima.

Pasal 51

(1) Setiap pemberian bantuan sosial dituangkan dalam pakta
integritas yang ditandatangani oleh penerima bantuan sosial.

(2) Format pakta integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

(3) Penyerahan bantuan sosial berupa barang dituangkan dalam
bentuk berita acara serah terima bantuan sosial yang
ditandatangani bersama oleh kepala SKPK dan penerima
bantuan.

(4) Format berita acara serah terima bantuan sosial sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran IX yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati
ini.

Bagian Ketujuh
Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 52

(1) Penerima bantuan sosial berupa uang dan/atau barang
menyampaikan laporan penggunaan bantuan sosial kepada
Bupati melalui kepala SKPK terkait.

(2) Laporan penggunaan bantuan sosial sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) disertai dengan surat tanggungjawab dari
penerima bantuan sosial yang menyatakan bahwa yang
diterima telah digunakan sesuai usulan.

(3) Dalam hal terdapat sisa uang terkait dengan bantuan sosial
berupa wuang yang diterima, penerima bantuan sosial
menyetorkan sisa uang tersebut ke kas daerah.

(4) Dalam hal terdapat sisa anggaran terkait bantuan sosial
berupa barang, sisa anggaran tersebut akan diperhitungkan
dalam laporan realisasi keuangan SKPK terkait.
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Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Pidie.

Ditetapkan di : Sigli
Pada tanggal : >1 Agustus 2021M
A-AMuharram 1443H

Diundangkan di : Sigli
Pada tanggal : 51 Agustus
22- Muharram 1443H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PIDIE,
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